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ABSTRAK

Studi ini melihat bagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu
Kota Negara membagi otoritas antara Otorita Ibu Kota Negara (IKN) dan
Pemerintah Pusat. Walaupun Otorita IKN ditempatkan di bawah pengawasan
langsung Presiden serta memiliki pertanggungjawaban kepada Presiden,
pelaksanaannya tetap harus diarahkan sesuai dengan prinsip negara kesatuan. IKN
merupakan bagian integral dari pemerintahan nasional, dimana kewenangan
absolut Pemerintah Pusat tetap dipertahankan. Namun demikian, penafsiran dan
pelaksanaan Pasal 18 serta 18A UUD NRI 1945, yang menjadi regulasi
pemerintah daerah otonom dengan menekankan hubungan kewenangan daerah
dan pusat berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya, menjadi krusial. Penelitian
hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang- undangan (perspektif
undang-undang) dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa terdapat ketegangan konstitusional antara konsep otonomi daerah yang
diamanatkan UUD 1945 dengan model Otorita IKN yang sangat tersentralisasi.
Pembagian kewenangan yang tidak transparan dan cenderung mengarah pada
sentralisasi di wilayah IKN berpotensi mengikis prinsip otonomi seluas-luasnya
bagi daerah sekitar. Urgensi pembagian kewenangan yang lebih rinci dan jelas
diperlukan untuk memastikan harmonisasi tata kelola pemerintahan, mencegah
tumpang tindih kewenangan, dan menjaga keseimbangan antara efisiensi
pembangunan IKN dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang
menjadi pilar konstitusional Indonesia.

Kata Kunci: Pembagian Kewenangan, lbu Kota Nusantara, Pemerintah
Daerah



ABSTRACT

This study examines how Law No. 3 of 2022 on the National Capital divides
authority between the National Capital Authority (IKN) and the Central
Government. Although the IKN Authority is placed under the direct supervision of
the President and is accountable to the President, its implementation must still be
guided by the principles of a unitary state. The IKN is an integral part of the
national government, where the absolute authority of the Central Government is
maintained. However, the interpretation and implementation of Articles 18 and 18A
of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which regulate autonomous
regional governments by emphasizing the relationship between regional and central
authority based on the principle of maximum autonomy, are crucial. This normative
legal research uses a legislative approach (legal perspective) and a conceptual
approach. The research findings indicate that there is a constitutional tension
between the concept of regional autonomy mandated by the 1945 Constitution and
the highly centralized IKN Authority model. The opaque distribution of authority,
which tends toward centralization in the IKN region, has the potential to erode the
principle of maximum autonomy for surrounding regions.

Keywords: Division of Authority, Nusantara Capital City, Regional
Government
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